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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Homor - 26 TEDPMPTSPXL2018

TENTAMG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ANUGERAH SAPAN

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU SATU PINTL
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Memperhotikan @ Surml Kepals Taman KanaleKanak Asugersh  Sapan  Nomos
DETEASKL20E Tanggal 10 Movember 2018 1enang Pengajuan Lzin
Ohperasional Taman Kanak-Eanak Anagerah Sapan

Menimbang :  bahwa Taman Kamak-kansk yang didinksn dan disclenggarakan telsh
memenuhy  persyaratan, maka  dipandang  perle ditctaphan  dengan
Eepuatasan Kepala Dings Penanaman Modal Peloyanan Terpadu Satu Pintu
Sapan

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 wemtang Sistem Pendidikan
Mamonal { Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),

2 Undang — Undang Momor 23 Tabun 2014 tentang Pemerinishan
Dserah (Lembaran Megarn Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244, Tumbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
schagnimana telah diubah beberapa kali teeahiv dengam Undang -
Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tabum 2014 tentang Pemerintshan Dacrab
{Lembaran MNegara Republik Indosesin Tahun 2015 Momor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679),

3 Perawran Pemenntah MNomor 17 Tahun 3000 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2010 MNomor 23, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indoncsia Momor 5105 schagaimona teloh digbah dengan Perafumn
Pemernintah Momor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Feraturan
Pemeintsh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan



PERTAMA

Penyelenggaman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42, Tambshan Lembaran Megara Republik
Indonesin Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang Peranghat
Dacrah (Lembamn Negars Republik Indonesia Tabun 2016 Momor
144, Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Momaor $887);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tenteng Pengembangan
Anak Lz Dini Holistic Integrative.

6. Peratwran Menieri Pendidikan dan Kebedaysan Republik Indonesia
MNomar 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan.

7. Peratwran Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Republik Indoncsia
Homor |37 Takun 2014 teninng Standar Nasional Pendidikan Anak

£, Persturan Menten Pondidikan dan Kebodayaan Republik Indonesia
HMomor |46 Tabun 2014 tenbeng Koriloalom 2013,

9. Persturan Decrmh Kabupaten Tomjpa Uham Momor 4 Taham 2016
tcntang  Pembentukan dan Susunan Peranghat Dmernh Kabupaten
Torsja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
Nomor 4, tambahan Lembaran Dacmh Kabupaten Torsja Utam Nomor
61,

10, Peraturan Bupati Tomga Utara Nomor 50 Talun 2016 tentang Susunan
Ovganisasi, Kedududkan Tugas Pokok, Fumgsi dam Rincian Tugas
seria Tata Kera Dipas Pendidikan Kasbupaien Torsja Utara (Berita
Daersh Kabupaten Toraja Utara Tahus 2016 Nomor 51);

11, Peraturan Bupati Toraja Utam Momor 65 Tahun 2016 tentang
Susuman Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungs dan Rincian,
serin Tata Kefa Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pimba,

12. Peratwran  Bupati Toraja Utea Nomer 1 Tehan 2017 tentang
Pelimpakian Hewenangan Pelayanan Perizinan dan Mon Perizinan pada
Dingz Penansman Modal dan Pelaysnan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Tomja Utara.

MEMUTUSKAN

Memberikan  Ixin Operssional Pemyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
kepada :

Hama TE,  : TE. Anugerah Sapan

Alamar  : Sapan, Kelurahan Sapan, Kecamatan Buniu Pepasan,



USERPC

KEDUA

KETIGA

EEEMPAT

1A 22018 105845 PM

Apabila terjadi pelanggaman dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut pada Dikium PERTAMA, maka lrin Operasional skan dicaba

¢ A Kewajiban Pemegang Lan -

I:'Wajib  mentaati  peraturan  perundang-undangan - sesuni  dengan
ketentuan yang berlaku ,

2. Wgjib menginm laporsn secam berkala sesuai Kefenloan  Menund
Muodel  yang sudsh ditentukan

I Wajib melaporkan keadsan lembaga melalu Aplikssi Dapodik
dengan sebenar-benarnye sesuai keadaan lembaga,

4. Wajib mengajukan pengusulan Momor Pokok Sckolah Nasional
(MPSN )

5. Wajibh meclakukan Fegisims dengan Aplikasi Sistem  Penilaian
Akreditasi Masional (SISPENA) berdasarkan 8 Siander Masional
Pendidikan

6. Wajib mengajukan permohonan bara selambat-lambaterya 30 (tiga
puluh) hari sebelum 1m0 im benkbir,

B Sanksi ;
Operasional (Exin Operasionainya tidak diperpanjang).

Mass berliku keputusan ini selama 3 {tiga) tahun, terhitung sojak angpal
pencinpen dan setelah e akan disdskan penmjamn kembali dalam hal

i il bk

Ditctaphan di Ranicpao
pda tanggal ;13 Movember 2018




